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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA
A. 
Tindak Pidana Narkotika
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika 
Tindak pidana narkotika merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum karena berkaitan dengan penyalahgunaan, penguasaan, peredaran, pembelian, penjualan, atau penyerahan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

Tindak pidana narkotika termasuk ke dalam tindak pidana khusus karena pengaturannya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kekhususan ini terlihat dari adanya pengaturan tersendiri mengenai jenis narkotika, bentuk perbuatan yang dilarang, ancaman pidana, serta kewenangan penegak hukum dalam melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Secara substansial, tindak pidana narkotika tidak hanya menyasar orang yang menggunakan narkotika, tetapi juga pihak yang terlibat dalam peredaran. Pihak tersebut dapat berupa penjual, pembeli, perantara, penyimpan, pengantar, penghubung, maupun pihak yang menyerahkan narkotika kepada orang lain. Oleh karena itu, tindak pidana narkotika memiliki ruang lingkup yang luas dan memerlukan pembuktian terhadap peran masing-masing pelaku.

Dalam perkara narkotika, keberadaan barang bukti menjadi unsur penting, tetapi tidak selalu cukup untuk menentukan bentuk keterlibatan pelaku. Penyidik harus melihat bagaimana narkotika diperoleh, untuk tujuan apa narkotika dikuasai, apakah ada hubungan dengan penjual, serta apakah ada rencana penyerahan kepada pihak lain. Hal ini penting agar perbuatan pelaku tidak disamakan antara penyalahguna, pembeli, pengedar, atau bagian dari jaringan peredaran.

Dalam BAP Mhd. Roni, tersangka menerangkan bahwa dirinya memperoleh sabu dari seseorang bernama Ijal yang diketahui sebagai penjual sabu. Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa perkara ini tidak hanya berkaitan dengan penguasaan sabu, tetapi juga membuka ruang analisis mengenai hubungan tersangka dengan penjual sabu dalam jaringan peredaran narkotika.

Dengan demikian, tindak pidana narkotika dalam penelitian ini dipahami sebagai perbuatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I jenis sabu, khususnya yang menunjukkan adanya hubungan antara tersangka dengan penjual sabu. Pengertian ini menjadi dasar untuk menganalisis apakah tersangka hanya sebagai penyalahguna atau memiliki keterlibatan lebih jauh dalam jaringan peredaran narkotika.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika 
Dasar hukum utama tindak pidana narkotika di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengatur mengenai penggolongan narkotika, pemanfaatan narkotika, pencegahan penyalahgunaan, pemberantasan peredaran gelap, serta ketentuan pidana terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan narkotika.

Undang-Undang Narkotika menegaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan ini menjadi batas normatif bahwa setiap penggunaan atau penguasaan narkotika di luar kepentingan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Dalam tindak pidana narkotika, Pasal 112 ayat (1) mengatur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Ketentuan ini sering digunakan apabila pelaku ditemukan menguasai barang bukti narkotika, tetapi belum cukup bukti untuk menunjukkan adanya transaksi jual beli atau keterlibatan dalam peredaran.

Pasal 114 ayat (1) mengatur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Ketentuan ini memiliki hubungan erat dengan penelitian ini karena fokus kajian diarahkan pada keterlibatan tersangka dalam jaringan peredaran narkotika melalui hubungan dengan penjual sabu.

Selain Undang-Undang Narkotika, proses pembuktian tindak pidana narkotika juga berkaitan dengan KUHAP. KUHAP menjadi dasar bagi penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan, seperti pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, dan penyusunan berkas perkara. Dengan demikian, dasar hukum tindak pidana narkotika tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga prosedural.

Dalam BAP Mhd. Roni, dasar hukum yang digunakan mengarah pada dugaan tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Fakta bahwa tersangka memperoleh sabu dari Ijal dan hendak menyerahkannya kepada orang lain menjadi dasar empiris untuk melihat relevansi penerapan pasal narkotika dalam praktik penyidikan di Polres Batu Bara.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika 
Unsur tindak pidana narkotika merupakan bagian yang harus dibuktikan agar seseorang dapat dinyatakan melakukan tindak pidana narkotika. Unsur tersebut meliputi subjek hukum, perbuatan yang dilarang, objek berupa narkotika, unsur tanpa hak atau melawan hukum, serta kesalahan pelaku. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka penerapan pasal pidana dapat menjadi lemah.

Unsur pertama adalah subjek hukum, yaitu “setiap orang”. Frasa ini menunjukkan bahwa siapa pun dapat menjadi pelaku tindak pidana narkotika apabila melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Narkotika. Dalam konteks penelitian ini, Mhd. Roni sebagai tersangka merupakan subjek hukum yang diperiksa karena diduga melakukan perbuatan berkaitan dengan sabu.

Unsur kedua adalah perbuatan yang dilarang. Dalam tindak pidana narkotika, perbuatan tersebut dapat berupa memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara, menukar, menyerahkan, atau menggunakan narkotika. Setiap bentuk perbuatan memiliki karakter berbeda, sehingga penyidik harus menentukan secara tepat peran tersangka berdasarkan fakta yang ditemukan.

Unsur ketiga adalah objek tindak pidana berupa narkotika. Dalam penelitian ini, objek tersebut adalah narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. Keberadaan objek ini penting karena tanpa adanya narkotika sebagai barang bukti, maka pembuktian tindak pidana narkotika menjadi sulit dilakukan secara konkret.

Unsur keempat adalah tanpa hak atau melawan hukum. Unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan terhadap narkotika dilakukan tanpa izin atau tidak berdasarkan kewenangan yang sah. Dalam BAP, Mhd. Roni menerangkan bahwa dirinya tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan sabu, sehingga unsur tanpa hak menjadi relevan dianalisis.

Dengan demikian, unsur tindak pidana narkotika dalam penelitian ini digunakan untuk menilai apakah hubungan tersangka dengan penjual sabu, penguasaan barang bukti, dan rencana penyerahan sabu kepada orang lain telah memenuhi unsur pidana narkotika. Analisis unsur ini penting agar konstruksi hukum terhadap tersangka tidak hanya didasarkan pada pengakuan, tetapi juga pada kesesuaian fakta dengan rumusan undang-undang.

4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika 
Bentuk tindak pidana narkotika dapat dibedakan berdasarkan perbuatan pelaku terhadap narkotika. Ada perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan untuk diri sendiri, penguasaan barang bukti, pembelian, penerimaan, penjualan, perantaraan jual beli, hingga penyerahan narkotika kepada orang lain. Perbedaan bentuk ini penting karena berpengaruh terhadap pasal yang diterapkan.

Bentuk pertama adalah penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Bentuk ini biasanya dikaitkan dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yaitu ketika seseorang menggunakan narkotika tanpa hak untuk dirinya sendiri. Dalam perkara seperti ini, penyidik perlu membedakan antara pengguna murni dan pihak yang memiliki hubungan dengan jaringan peredaran narkotika.

Bentuk kedua adalah memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika. Bentuk ini berkaitan dengan Pasal 112 ayat (1), yaitu ketika seseorang ditemukan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tanpa hak. Penguasaan barang bukti dapat menjadi pintu masuk untuk melihat apakah tersangka hanya menyimpan untuk diri sendiri atau memiliki hubungan dengan pihak lain.

Bentuk ketiga adalah membeli atau menerima narkotika. Perbuatan membeli atau menerima narkotika dapat menunjukkan adanya hubungan antara pembeli dan penjual. Dalam perkara Mhd. Roni, tersangka menerangkan bahwa sabu diperoleh dari Ijal dengan harga Rp30.000,00, sehingga hubungan pembelian tersebut menjadi bagian penting dalam analisis keterlibatan tersangka.

Bentuk keempat adalah menjadi perantara atau menyerahkan narkotika kepada orang lain. Bentuk ini lebih dekat dengan jaringan peredaran karena terdapat pihak lain yang menjadi tujuan peredaran. Dalam BAP, tersangka menyebut bahwa sabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal identitasnya, sehingga fakta ini perlu didalami oleh penyidik.

Dengan demikian, bentuk tindak pidana narkotika dalam penelitian ini mencakup penyalahgunaan, penguasaan, pembelian, penerimaan, dan kemungkinan penyerahan sabu kepada pihak lain. Bentuk-bentuk tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah perkara Mhd. Roni hanya merupakan penyalahgunaan narkotika atau menunjukkan keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika melalui hubungan dengan penjual sabu.

B. 
Narkotika

1. Pengertian Narkotika 
Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat manusia sehingga menimbulkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan atau penghilangan rasa nyeri, serta dapat menyebabkan ketergantungan. Dalam konteks hukum, narkotika dipandang sebagai objek yang penggunaannya harus dikendalikan karena memiliki manfaat di bidang kesehatan, tetapi juga memiliki risiko besar apabila disalahgunakan.

Menurut Rodliyah dan Salim HS, narkotika dalam hukum pidana khusus memiliki kedudukan sebagai objek yang pengaturannya tidak dapat disamakan dengan benda biasa. Hal ini disebabkan karena narkotika memiliki sifat ganda, yaitu dapat digunakan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat menjadi sumber kejahatan apabila diperjualbelikan, dikuasai, atau digunakan secara tanpa hak.

Lukman Hakim menjelaskan bahwa suatu objek dapat menjadi bagian dari tindak pidana apabila objek tersebut berada dalam rumusan larangan hukum dan perbuatan terhadap objek itu diancam dengan pidana. Berdasarkan pandangan tersebut, narkotika menjadi objek tindak pidana apabila seseorang melakukan perbuatan seperti memiliki, menyimpan, membeli, menjual, menyerahkan, atau menjadi perantara dalam peredarannya secara melawan hukum.

Faisal menegaskan bahwa dalam hukum pidana, penilaian terhadap suatu tindak pidana tidak hanya melihat benda atau objek yang ditemukan, tetapi juga hubungan antara objek tersebut dengan perbuatan dan kesalahan pelaku. Oleh karena itu, dalam perkara narkotika, keberadaan narkotika harus dikaitkan dengan bagaimana narkotika diperoleh, siapa yang menguasai, untuk tujuan apa dikuasai, dan apakah terdapat hubungan dengan pihak lain.

Topo Santoso menjelaskan bahwa tindak pidana selalu berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan hukum tertentu. Dalam tindak pidana narkotika, kepentingan hukum yang dilindungi bukan hanya kesehatan individu, tetapi juga ketertiban masyarakat dan keselamatan generasi bangsa. Oleh sebab itu, narkotika ditempatkan sebagai objek yang pengaturannya bersifat ketat dalam hukum pidana.

Dengan demikian, narkotika dapat dipahami sebagai zat atau obat yang memiliki nilai manfaat terbatas dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, tetapi sekaligus memiliki potensi bahaya yang besar apabila disalahgunakan. Pengertian ini menjadi dasar untuk memahami mengapa hukum memberikan pengaturan khusus terhadap setiap bentuk penggunaan, penguasaan, peredaran, dan transaksi narkotika.

2. Dasar Hukum Narkotika 
Dasar hukum utama narkotika di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengatur pengertian narkotika, penggolongan narkotika, pemanfaatan narkotika, pengawasan, pencegahan, pemberantasan peredaran gelap, rehabilitasi, serta ketentuan pidana bagi setiap orang yang menyalahgunakan atau mengedarkan narkotika secara tanpa hak.

Undang-Undang Narkotika menegaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penggunaan narkotika tidak sepenuhnya dilarang, tetapi dibatasi secara ketat oleh hukum. Apabila penggunaan atau penguasaan narkotika dilakukan di luar tujuan yang sah, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak.

Dasar hukum mengenai penguasaan narkotika golongan I bukan tanaman diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal ini mengatur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum. Ketentuan ini penting dalam perkara narkotika karena sering digunakan untuk menilai penguasaan fisik terhadap narkotika.

Dasar hukum mengenai transaksi atau peredaran narkotika golongan I diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal tersebut mengatur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Dengan demikian, pasal ini tidak hanya menjerat penjual dan pembeli, tetapi juga pihak yang berperan sebagai penghubung dalam transaksi narkotika.

Selain Undang-Undang Narkotika, penyidikan perkara narkotika juga berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP menjadi dasar bagi penyidik dalam melakukan proses penyidikan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, penyitaan barang bukti, dan penyusunan berkas perkara. Dengan demikian, penegakan hukum narkotika tidak hanya membutuhkan dasar hukum materiil, tetapi juga dasar hukum formil.

Dengan demikian, dasar hukum narkotika dalam penelitian ini mencakup ketentuan yang mengatur pengertian, penggunaan yang sah, penguasaan, peredaran, dan proses pembuktian perkara narkotika. Dasar hukum tersebut menjadi landasan untuk memahami bagaimana hukum membedakan antara penyalahgunaan narkotika, penguasaan narkotika, dan keterlibatan dalam peredaran narkotika.

3. Golongan-Golongan Narkotika 
Penggolongan narkotika merupakan pembagian jenis narkotika berdasarkan manfaat, tingkat bahaya, dan potensi ketergantungan yang dapat ditimbulkan. Dalam hukum narkotika, penggolongan ini penting karena setiap golongan memiliki batas penggunaan, tingkat pengawasan, dan konsekuensi hukum yang berbeda. Oleh karena itu, penggolongan narkotika menjadi dasar awal untuk menentukan karakter hukum suatu zat.

Menurut Rodliyah dan Salim HS, penggolongan narkotika merupakan ciri penting dalam hukum pidana khusus karena berhubungan langsung dengan berat ringannya ancaman pidana. Narkotika golongan I diperlakukan lebih ketat dibandingkan golongan lainnya karena memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi dan tidak digunakan untuk terapi secara umum.

Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Golongan ini memiliki potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu, setiap bentuk penguasaan, pembelian, penyerahan, atau peredaran narkotika golongan I secara tanpa hak dinilai sebagai perbuatan yang serius dalam hukum pidana narkotika.

Narkotika golongan II memiliki manfaat untuk pengobatan, tetapi penggunaannya hanya sebagai pilihan terakhir dan tetap memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Berbeda dengan golongan I, narkotika golongan II masih dapat digunakan dalam terapi tertentu, tetapi tetap berada dalam pengawasan hukum yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum membedakan narkotika berdasarkan tingkat risiko dan manfaatnya.

Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau pengembangan ilmu pengetahuan. Potensi ketergantungannya lebih ringan dibandingkan golongan I dan golongan II. Namun, pengawasan terhadap golongan III tetap diperlukan karena penyalahgunaan terhadap golongan ini juga dapat menimbulkan akibat hukum.

Dengan demikian, golongan-golongan narkotika memberikan dasar untuk memahami tingkat bahaya dan batas penggunaan setiap jenis narkotika. Dalam konteks tindak pidana narkotika, penggolongan ini penting karena berpengaruh terhadap pasal yang diterapkan, ancaman pidana, serta pembuktian mengenai objek narkotika yang menjadi barang bukti dalam perkara.

4. Narkotika Golongan I Jenis Sabu
Sabu merupakan salah satu jenis narkotika golongan I bukan tanaman yang banyak ditemukan dalam perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sebagai narkotika golongan I, sabu memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan secara bebas dalam kepentingan terapi. Oleh karena itu, hukum menempatkan sabu sebagai objek pengawasan ketat dalam tindak pidana narkotika.

Rodliyah dan Salim HS menjelaskan bahwa narkotika golongan I memiliki karakter hukum yang lebih berat karena hanya dibenarkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Apabila narkotika golongan I dikuasai, disimpan, dibeli, dijual, atau diedarkan tanpa hak, maka perbuatan tersebut dapat dipidana berdasarkan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Narkotika.

Menurut Lukman Hakim, tindak pidana yang berkaitan dengan objek berbahaya harus dilihat dari hubungan antara objek, perbuatan, dan larangan hukum. Dalam konteks sabu, keberadaan barang bukti tidak cukup berdiri sendiri, melainkan harus dikaitkan dengan bagaimana barang tersebut diperoleh, siapa yang menguasai, dan apakah terdapat maksud untuk menggunakan atau mengedarkannya.

Faisal menjelaskan bahwa kesalahan dalam hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari kesadaran pelaku terhadap perbuatannya. Dalam perkara sabu, aspek kesadaran penting untuk menilai apakah pelaku mengetahui bahwa barang yang dikuasai adalah narkotika, serta apakah pelaku memahami bahwa perbuatan memperoleh, menyimpan, atau menyerahkan sabu merupakan perbuatan yang dilarang hukum.

Mahrus Ali menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada perbuatan lahiriah, tetapi juga pada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Oleh karena itu, perkara yang berkaitan dengan sabu harus dianalisis melalui unsur objektif berupa perbuatan terhadap narkotika dan unsur subjektif berupa kesalahan pelaku.

Dengan demikian, narkotika golongan I jenis sabu  dipahami sebagai objek tindak pidana yang memiliki tingkat bahaya tinggi dan pengaturan hukum yang ketat. Kajian mengenai sabu penting untuk menjelaskan mengapa perbuatan memperoleh, menguasai, membeli, menyerahkan, atau menghubungkan transaksi sabu dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

C. 
Jaringan Peredaran Narkotika

1. Pengertian Jaringan Peredaran Narkotika 
Jaringan peredaran narkotika dapat dipahami sebagai hubungan antara beberapa pihak yang memiliki keterkaitan dalam proses memperoleh, menyediakan, memindahkan, menjual, membeli, menyerahkan, atau mengedarkan narkotika secara tanpa hak. Jaringan tersebut tidak selalu berbentuk organisasi besar, tetapi dapat pula berupa hubungan sederhana antara penjual, pembeli, pengantar, penghubung, atau pihak yang mengetahui sumber narkotika.

Dalam kajian kejahatan narkotika, jaringan peredaran sering dipahami sebagai pola hubungan sosial yang bersifat tersembunyi dan tidak selalu memiliki struktur formal. Pelaku dalam jaringan narkotika dapat saling mengenal secara langsung, tetapi dapat juga hanya berhubungan melalui nama panggilan, perantara, atau komunikasi singkat. Kondisi ini menyebabkan jaringan peredaran narkotika sulit diungkap apabila hanya mengandalkan barang bukti fisik.

Jaringan peredaran narkotika juga berkaitan dengan konsep distribusi ilegal. Distribusi ilegal tersebut menunjukkan adanya proses perpindahan narkotika dari satu pihak kepada pihak lain di luar jalur yang dibenarkan oleh hukum. Dalam proses tersebut, setiap pihak yang membantu perpindahan narkotika dapat memiliki peran tertentu, baik sebagai pemilik barang, pengantar, penghubung, maupun penerima barang.

Secara kriminologis, jaringan peredaran narkotika berkembang karena adanya permintaan, keuntungan ekonomi, dan hubungan antarpelaku yang saling membutuhkan. Penjual membutuhkan pembeli atau perantara, pembeli membutuhkan akses kepada penjual, sedangkan perantara dapat berperan mempercepat pertemuan antara kebutuhan dan ketersediaan narkotika. Oleh karena itu, jaringan narkotika sering bertahan melalui hubungan informal yang sulit dilacak.

Jaringan peredaran narkotika juga tidak selalu identik dengan pelaku utama. Seseorang yang hanya berperan kecil dalam transaksi tetap dapat memiliki keterkaitan dengan jaringan apabila tindakannya membantu peredaran narkotika. Dalam hukum pidana, hal ini penting karena peran seseorang harus dinilai berdasarkan kontribusi konkret terhadap terjadinya perbuatan pidana, bukan hanya berdasarkan status atau pengakuan pelaku.

Jaringan peredaran narkotika sebagai hubungan antarindividu yang berperan dalam proses perolehan, pembelian, penyerahan, atau peredaran narkotika secara melawan hukum. Pengertian ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana hubungan tersangka dengan penjual sabu dapat menjadi indikator awal adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika.

2. Karakteristik Jaringan Peredaran Narkotika 
Karakteristik utama jaringan peredaran narkotika adalah sifatnya yang tertutup dan sulit terdeteksi. Para pelaku biasanya membatasi informasi mengenai identitas, sumber barang, lokasi transaksi, dan pihak yang terlibat. Tujuan dari pola tertutup tersebut adalah untuk menghindari pengungkapan oleh aparat penegak hukum dan memutus hubungan apabila salah satu pihak tertangkap.

Jaringan narkotika juga sering menggunakan pola hubungan berlapis. Artinya, tidak semua pelaku mengetahui keseluruhan struktur jaringan. Seseorang dapat hanya mengetahui penjual langsung, tetapi tidak mengetahui pemasok utama atau pihak yang berada di atasnya. Pola ini membuat penyidikan tidak dapat berhenti pada pengakuan tersangka, melainkan harus dilakukan pengembangan terhadap informasi yang diperoleh.

Karakteristik lain dari jaringan narkotika adalah penggunaan nama samaran atau nama panggilan. Dalam praktik peredaran gelap, penggunaan identitas tidak lengkap bertujuan untuk menyulitkan pelacakan. Akibatnya, penyidik perlu menguji setiap keterangan mengenai nama panggilan melalui alat bukti lain, seperti komunikasi, saksi, lokasi transaksi, dan hasil pengembangan lapangan.

Jaringan peredaran narkotika juga memiliki karakter mobilitas yang tinggi. Transaksi dapat dilakukan di tempat terbuka, rumah, jalan, pelabuhan, atau lokasi tertentu yang dianggap aman oleh pelaku. Perpindahan tempat transaksi tersebut menunjukkan bahwa jaringan narkotika tidak selalu memiliki lokasi tetap, tetapi mengikuti situasi dan tingkat risiko penangkapan.

Selain itu, jaringan narkotika sering memanfaatkan hubungan sosial sehari-hari. Hubungan pertemanan, pekerjaan, lingkungan tempat tinggal, atau hubungan keluarga dapat menjadi jalur perkenalan antara pembeli, penjual, dan perantara. Oleh karena itu, keterlibatan dalam jaringan narkotika tidak selalu dimulai dari organisasi kriminal besar, tetapi dapat tumbuh dari relasi sosial yang tampak biasa.

Dengan demikian, karakteristik jaringan peredaran narkotika meliputi sifat tertutup, hubungan berlapis, penggunaan nama panggilan, mobilitas lokasi transaksi, dan pemanfaatan hubungan sosial. Karakteristik tersebut penting dipahami agar pembuktian keterlibatan tersangka dalam jaringan tidak hanya bertumpu pada pengakuan, tetapi juga pada rangkaian fakta yang dapat diverifikasi secara hukum.

3. Bentuk Keterlibatan Pelaku dalam Jaringan Narkotika 
Bentuk keterlibatan pelaku dalam jaringan narkotika dapat berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam peristiwa pidana. Ada pelaku yang berperan sebagai pemilik barang, pembeli, pengguna, penjual, kurir, perantara, penyimpan, maupun penghubung antara penjual dan pembeli. Setiap bentuk keterlibatan harus dibuktikan secara berbeda karena konsekuensi pidananya juga dapat berbeda.

Keterlibatan sebagai pembeli biasanya terlihat dari adanya perbuatan memperoleh narkotika dari pihak lain dengan memberikan uang atau imbalan tertentu. Namun, pembeli tidak selalu hanya bertindak untuk kepentingan diri sendiri. Dalam keadaan tertentu, pembeli dapat juga menjadi penghubung apabila narkotika yang dibeli akan diserahkan kembali kepada pihak lain.

Keterlibatan sebagai kurir atau pengantar terjadi apabila seseorang membawa, memindahkan, atau menyerahkan narkotika dari satu pihak kepada pihak lain. Peran ini tidak selalu menuntut pelaku mengetahui keseluruhan jaringan, tetapi harus dibuktikan bahwa pelaku mengetahui barang yang dibawa berkaitan dengan narkotika. Pengetahuan tersebut menjadi penting untuk menilai kesalahan pelaku.

Keterlibatan sebagai perantara terjadi apabila seseorang menghubungkan kepentingan antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perantara dapat berperan mengatur komunikasi, mengambil barang, menerima titipan uang, atau menyerahkan narkotika kepada pihak lain. Dalam hukum narkotika, perantara dipandang serius karena membantu terlaksananya peredaran gelap.

Keterlibatan sebagai penyimpan atau penguasa barang terjadi apabila seseorang menempatkan narkotika dalam penguasaannya, meskipun barang tersebut bukan miliknya. Bentuk keterlibatan ini harus dibedakan dengan peran sebagai pengedar, sebab tidak semua penguasaan otomatis menunjukkan adanya jaringan peredaran. Oleh karena itu, perlu dilihat tujuan penguasaan dan hubungan pelaku dengan pihak lain.

Dengan demikian, bentuk keterlibatan pelaku dalam jaringan narkotika dapat berupa pembeli, kurir, perantara, penyimpan, penghubung, atau pihak yang membantu transaksi. Pembedaan bentuk keterlibatan ini penting agar penegak hukum dapat menentukan pasal yang tepat dan tidak menyamakan semua pelaku narkotika dalam satu konstruksi hukum yang sama.

4. Pembuktian Keterlibatan dalam Jaringan Peredaran Narkotika 
Pembuktian keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika memerlukan penilaian terhadap keterhubungan antara pelaku, barang bukti, sumber narkotika, dan pihak lain yang disebut dalam perkara. Keterlibatan dalam jaringan tidak cukup dibuktikan hanya melalui keberadaan narkotika, tetapi harus ditunjukkan adanya hubungan perbuatan yang mengarah pada peredaran, transaksi, atau penyerahan narkotika.

Dalam perkara narkotika, keterangan tersangka dapat menjadi pintu awal untuk mengungkap jaringan, tetapi keterangan tersebut harus didukung oleh alat bukti lain. Pembuktian tidak boleh hanya bertumpu pada pengakuan karena pengakuan dapat berubah, tidak lengkap, atau tidak didukung fakta objektif. Karena itu, penyidik perlu menghubungkan keterangan tersangka dengan saksi, barang bukti, komunikasi, dan lokasi transaksi.

Pembuktian jaringan juga dapat dilakukan melalui penelusuran komunikasi. Handphone, pesan singkat, panggilan, atau aplikasi percakapan dapat membantu menunjukkan hubungan antara tersangka dengan penjual, pembeli, atau pihak lain. Namun, bukti komunikasi harus dianalisis secara hati-hati agar tidak hanya menunjukkan hubungan sosial, tetapi benar-benar mendukung adanya hubungan dalam peredaran narkotika.

Selain komunikasi, pembuktian juga dapat dilakukan melalui pola transaksi. Adanya titipan uang, kesepakatan harga, penyerahan barang, atau perintah mengambil narkotika dapat menjadi petunjuk adanya keterlibatan dalam jaringan. Namun, setiap petunjuk harus diuji dengan alat bukti lain agar konstruksi peran pelaku tidak bersifat dugaan semata.

Pembuktian keterlibatan dalam jaringan narkotika juga menuntut pengembangan perkara terhadap pihak lain yang disebut oleh tersangka. Jika tersangka menyebut nama penjual atau sumber barang, penyidik perlu melakukan upaya pencarian, pemeriksaan, atau pengembangan lapangan. Langkah tersebut penting agar perkara tidak berhenti pada pelaku yang tertangkap, tetapi dapat membuka rantai peredaran yang lebih luas.

Dengan demikian, pembuktian keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika harus dilakukan secara menyeluruh melalui keterangan, barang bukti, komunikasi, transaksi, saksi, dan pengembangan perkara. Pendekatan tersebut diperlukan agar hubungan tersangka dengan penjual sabu dapat dinilai secara objektif dan sesuai dengan standar pembuktian hukum pidana.

D. 
Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan 
Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Pengertian ini menegaskan bahwa penyidikan bukan sekadar kegiatan administratif, tetapi merupakan proses hukum yang bertujuan membangun kejelasan peristiwa pidana berdasarkan alat bukti yang sah.

Dalam hukum acara pidana, penyidikan memiliki kedudukan penting karena menjadi tahap awal dalam menentukan arah penegakan hukum. Apabila penyidikan dilakukan secara tidak cermat, maka konstruksi perkara dapat menjadi lemah pada tahap penuntutan maupun persidangan. Oleh karena itu, penyidikan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan prosedur hukum.

Penyidikan juga dapat dipahami sebagai proses membangun hubungan antara fakta dan norma hukum. Fakta diperoleh dari keterangan saksi, keterangan tersangka, barang bukti, surat, petunjuk, dan ahli, sedangkan norma hukum digunakan untuk menentukan pasal yang relevan. Dengan demikian, penyidikan merupakan proses yang menghubungkan realitas peristiwa dengan ketentuan hukum pidana.

Dalam perkara narkotika, penyidikan memiliki karakter khusus karena penyidik tidak hanya mencari pelaku yang tertangkap, tetapi juga menelusuri sumber barang, jaringan peredaran, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan tersangka. Hal ini membuat penyidikan narkotika membutuhkan ketelitian dalam membaca hubungan antarpelaku dan pola peredaran narkotika.

Penyidikan juga menuntut adanya pengembangan perkara apabila terdapat informasi mengenai pihak lain. Pengembangan tersebut penting karena tindak pidana narkotika sering melibatkan lebih dari satu orang. Apabila penyidikan hanya berhenti pada pelaku yang tertangkap, maka jaringan yang lebih besar dapat tidak terungkap.

Dengan demikian, penyidikan dapat dipahami sebagai proses hukum yang dilakukan oleh penyidik untuk membuktikan tindak pidana narkotika, mengidentifikasi hubungan tersangka dengan pihak lain, dan menentukan apakah terdapat keterlibatan dalam jaringan peredaran narkotika. Pengertian ini menjadi dasar untuk memahami peran penyidik dalam membangun pembuktian perkara narkotika secara empiris.

2. Dasar Hukum Penyidikan 
Dasar hukum penyidikan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP memberikan pengertian, kewenangan, serta prosedur dasar yang harus dipatuhi oleh penyidik dalam menangani perkara pidana. Dengan demikian, setiap tindakan penyidikan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah dan tidak boleh bertentangan dengan hukum acara pidana.

Penyidik memiliki kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, dan tindakan lain yang bertanggung jawab menurut hukum. Kewenangan tersebut harus digunakan secara proporsional untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Dalam perkara narkotika, dasar hukum penyidikan juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dengan dasar tersebut, penyidik dapat menelusuri sumber narkotika, hubungan antarpelaku, dan jalur peredaran yang berkaitan dengan perkara.

Penyidikan oleh Polri juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri memiliki tugas menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks tindak pidana narkotika, tugas tersebut diwujudkan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pihak-pihak yang terlibat.

Selain dasar hukum dalam undang-undang, pelaksanaan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan ini memberikan pedoman teknis bagi penyidik Polri dalam menjalankan proses penyidikan agar lebih tertib, akuntabel, dan sesuai prosedur. Pedoman ini penting dalam memastikan bahwa penyidikan narkotika tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga memenuhi standar pembuktian.

Dengan demikian, dasar hukum penyidikan meliputi KUHAP, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Narkotika, dan peraturan teknis penyidikan Polri. Keseluruhan dasar hukum tersebut menjadi landasan untuk menilai bagaimana penyidik membuktikan keterlibatan tersangka dalam jaringan peredaran narkotika melalui hubungan dengan penjual sabu.

3. Tugas dan Wewenang Penyidik dalam Perkara Narkotika 

Tugas penyidik dalam perkara narkotika adalah mengungkap peristiwa pidana, menemukan tersangka, mengamankan barang bukti, dan menelusuri keterlibatan pihak lain yang berhubungan dengan tindak pidana. Tugas ini penting karena perkara narkotika sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan dengan penjual, pembeli, perantara, atau jaringan yang lebih luas.

Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka untuk memperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana. Dalam perkara narkotika, pemeriksaan tersebut diarahkan untuk mengetahui asal barang, cara memperoleh narkotika, tujuan penguasaan, identitas pihak lain, dan kemungkinan adanya transaksi. Keterangan yang diperoleh kemudian harus diuji dengan alat bukti lain agar memiliki kekuatan pembuktian.

Penyidik juga berwenang melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana. Dalam perkara narkotika, barang bukti dapat berupa narkotika, alat penggunaan, uang transaksi, handphone, kendaraan, atau benda lain yang terkait dengan peredaran. Penyitaan barang bukti diperlukan untuk membuktikan hubungan antara tersangka dan peristiwa pidana.

Selain itu, penyidik dapat melakukan penggeledahan apabila diperlukan untuk menemukan barang bukti atau pihak lain yang berhubungan dengan perkara. Dalam tindak pidana narkotika, penggeledahan sering menjadi tindakan penting karena narkotika mudah dipindahkan, disembunyikan, atau dimusnahkan. Karena itu, tindakan penggeledahan harus dilakukan cepat, sah, dan sesuai prosedur.

Penyidik juga memiliki tugas melakukan pengembangan perkara. Pengembangan dilakukan apabila terdapat informasi mengenai penjual, pemasok, pembeli, atau jaringan lain yang disebut dalam pemeriksaan. Pengembangan ini penting agar penyidikan tidak hanya berhenti pada pengguna atau pembeli kecil, tetapi dapat membuka rantai peredaran narkotika yang lebih luas.

Dengan demikian, tugas dan wewenang penyidik dalam perkara narkotika meliputi pemeriksaan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, analisis barang bukti, dan pengembangan jaringan. Tugas dan wewenang tersebut menjadi dasar untuk melihat bagaimana penyidik membuktikan keterlibatan tersangka dalam jaringan peredaran narkotika melalui hubungan dengan penjual sabu.
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